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ميحرلا نحمرلا للها مسب 
لحاماعلا بر للهد ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلمأايبنلأا فرشء   دممح انلاومو انديس ينلسرلماو و ىلعا هل
 هبحصوأينعجم 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.  Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sekalian. 
Anugerah luar biasa berharga bagi penulis, karena dengan pertolongan 
Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul Asuransi 
Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi 
Syariah). 
Rampungnya penulisan tesis ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari 
bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam 
penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan saran, masukan, 
kritikan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 
Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk mewakili tulusnya bantuan 
tersebut. Penulis hanya mendoakan semoga apa yang telah diberikan kepada 
penulis, sehingga rampungnya penulisan tesis ini, mendapat ganjaran yang 
berlipat ganda dari Allah SWT. a^min^ ya^ rabbal ‘a^lamin^. 
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pengantar ini, semoga ini merupakan amal yang bernilai ibadah disisi Allah SWT. 
Amin. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran  
yang membangun sangat penulis harapkan. 
Penulis berharap apa yang disajikan dalam tesis ini dapat memberikan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah 
pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari 1988. 
 
1. ا : A 16.  ط : Th  
2.  ب : B 17. ظ : Zh 
3.  ت : T 18. ع : „ 
4.  ث : Ts 19. غ : Gh 
5. ج : J 20. ف : F 
6. ح : H 21. ق : Q 
7. خ : Kh 22. ك : K 
8. د : D 23. ل : L 
9. ذ : Dz 24. م : M 
10. ر : R 25. ن : N 
11. ز : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ه : H 
13. ش : Sy 28. ء : ‘ 
14. ص : Sh 29. ي : Y 
15. ض : Dh 
ix 
 
Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang  : A# / a ^  4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang  :  I# / i^  5. يأ  :   Ay 
3. Dhammah panjang : U# / u ^
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap 
Misalnya; انبر ditulis rabbana^. 
2. Vokal panjang (mad) ; 
Fathah (baris di atas) di tulis a^, kasrah (baris di bawah) di tulis i^, serta 
dammah (baris di depan) di tulis dengan u.^ Misalnya; ةعراقلا ditulis al-
qa^ri’ah, نيكاسملا ditulis al-masa^ki^n, نوحلفملا ditulis al-muflihu^n. 
 
3. Kata sandang alif +lam (لا) 
 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-
ka^firu^n. Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf lam diganti dengan 
huruf yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rija^l. 
 
4. Ta’ Marbu^tah  (ة (  
   
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;   لاملا ةاكز  ditulis zaka^t al-ma^l, atau 
 ةروسءاسنلا  ditulis su^rat an-nisa^’. 
 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakuakan menurut tulisan nya,  
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Jaminan sosial adalah bagian dari hak setiap warga negara. Kewajiban 
negaralah dalam memenuhi Jaminan Sosial tersebut. Lahirnya UU No. No. 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tentu membawa angin segar kepada 
rakyat Indonesia, tapi yang terjadi setelah hadirnya undang-undang ini beban 
masyarakat bertambah dengan membayar iuran setiap bulannya. Disisi lain mayoritas 
penduduk Indonesia ynag beragama Islam juga wajib ikut dalam program Jaminan 
Sosial Nasional yang pada faktanya menggunakan sistem asuransi sosial yang dalam 
pandangan syariah belum jelas status kehalalannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi UU No. 40 Th  
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di 
Indonesia dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem 
Asuransi Sosial yang digunakan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Dari penelitian yang 
penulis lakukan, maka penelitian ini menghasilkan temuan-bahwa:  
Posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional secara fundamental bertentangan dengan UUD RI 1945 dari segi: Pertama, 
mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Terlihat dalam Pasal 17 ayat 
(1) dan ayat (2) UU SJSN tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib” 
berulang kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela serta kewajiban itu ditetapkan 
bukan atas kemauan rakyat itu sendiri. Kedua, menggeser kewajiban negara dalam 
tugasnya dengan membebankan kewajiban membayar iuran setiap bulannya dengan 
mekanisme Asuransi Sosial yang terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UU SJSN. 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial pada 
Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
Ketidak sesuaian dengan prinsip syariah ini paling tidak bisa dilihat dari: Pertama, 
Dalam penyelenggaraan jaminan sosial  yang menggunakan sistem asuransi tersebut 
mengandung unsur gharar, maysir, dan riba yang jelas dilarang oleh syariah. Kedua, 
sistem asuransi asuransi sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasional juga bermasalah 
pada subsatansi atau pokok akadnya yaitu objek akad yang tidak terpenuhi dan 
menyalahi akad pertanggungan dalam Islam. 
Penulis menyarakan, agar pemerintah harus secepatnya mengupayakan untuk 
membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang setidaknya telah diupayakan syar‟i 
atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta sistem yang jaminan sosial yang 
tidak menambah beban kepada rakyatnya terutama dengan cara mewajibkan 
membayar iuran.  
